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ABSTRAK 

 

UPTD Balai Latihan Kerja Kota Bandar Lampung mengadakan 

program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) sesuai dengan yang 

tercantum di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja 

Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Ketenagakerjaan Pasal 4 yaitu 

Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas mempunyai tugas 

melaksanakan pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas, 

peningkatan kompetensi instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikasi 

kompetensi, dan uji coba program, sistem dan metode pelatihan 

vokasi dan peningkatan produktivitas, serta konsultansi dan 

peningkatan jejaring di bidang pelatihan vokasi dan produktivitas. 

Pada pasal 5 huruf c yang berisi fungsi pelaksanaan fasilitasi 

pemagangan, kenyataan yang terjadi di lapangan proses magang 

tersebut belum efektif atau terlaksana sebagaimana mestinya.Rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 

Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di 

Kementerian Ketenagakerjaan di UPTD Balai Latihan Kerja Bandar 

Lampung dan bagaimana tinjauan fiqh siyāsah terhadap implementasi 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana 

Teknis Di Kementerian Ketenagakerjaan di UPTD Balai Latihan 

Kerja Bandar Lampung. 
Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu metode 

menghasilkan data deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). 

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa 

pertama Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 4 & Pasal 5 Huruf C tentang 

unit pelaksana teknis bidang pelatihan vokasi dan produktivitas di 

UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung bahwa pelaksanaan dari 

pemberian pelatihan kerja kepada peserta telah berjalan dengan baik, 

akan tetapi UPTD BLK Bandar Lampung sebagai pihak 

penyelenggara belum sepenuhnya memenuhi fungsi pelaksanaan 

fasilitasi pemagangan serta tugasnya untuk peningkatan jejaring 

dibidang pelatihan program vokasi dan produktivitas UPT BLK 

Bandar Lampung. Kedua, Tinjauan Fiqh siyasah terhadap 

implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 4 & Pasal 5 Huruf C Tentang unit 
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pelaksana teknis bidang pelatihan vokasi dan produktivitas yang 

dilakukan Balai Latihan Kerja Bandar Lampung sudah sesuai dengan 

syariat Islam dalam memberikan pelatihan bagi peserta sekaligus 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga tidak 

menimbulkan kemudharatan dari perbuatan yang dilakukan oleh 

manusia itu sendiri. 

 

Kata Kunci: Fiqh Siyasah, Organisasi Tata Kerja, Kementerian 

Ketenagakerjaan, BLK. 
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MOTTO 

 

ه ٱإِنَّ  مۡ للَّّ
ُ
ن يهأۡمُركُ

ه
  أ

 
وا دُّ تِ ٱ تُؤه نهَٰ مهَٰ

ه
ى   لأۡ

ه
ينۡه  إِل متُۡم به

ه
ك ا حه إِذه ا وه هلِۡهه

ه
 لنَّاسِ ٱأ

ن
ه
  أ

 
مُوا

ُ
حكۡ

ه
دلِۡ  ٱبِ  ت ه ٱ إِنَّ  لعۡه م نِعِمَّا للَّّ

ُ
عِظُك ه ٱ إِنَّ  بِهِۦ ۗٓ يه انه  للَّّ

ه
َۢا ك مِيعه  سه

[٥٨,النساء سورة] ٥٨ بهصِيرٗا  

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 

menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Mendengar lagi Maha Melihat” 

 

(QS. An-Nisā [4]: 58) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal untuk mendapatkan gambaran yang 

jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini maka perlu 

adanya uraian terhadap beberapa istilah pada judul. Judul 

penelitian ini adalah: “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap 

Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata 

Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Ketenagakerjaan 

(Studi di UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung)”. 

Beberapa istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut 

1. Tinjauan      

Tinjauan menurut kamus besar Bahasa Indonesia 

diartikan sebagai hasil telaah, pandangan, pendapat setelah 

menyelidiki dan mendekati suatu obyek tertentu.
1
 

2. Fiqh Siyasah 

Fiqh Siyasah adalah salah satu bagian terpenting dalam 

sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang 

anggaran pendapatan dan belanja negara yang membahas 

tentang politik pelaksanaan Undang-Undang.
2
 

3. Implementasi 

Implementasi yaitu dapat diartikan sebagai pelaksanaan 

atau penerapan. Namun, lebih umum dan lebih luas lagi, 

istilah ini bisa diartikan sebagai sebuah tindakan yang 

dilakukan untuk melaksanakan rencana yang sudah dibuat 

atau disusun sebelumnya.
3
  

4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Unit Pelaksana Teknis Di Kementrian Ketenagakerjaan  

                                                           
1 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), 28. 
2 Khumami Zada Mujar Ibnu Syarif, Fiqh Siyāsah Doktrin Dan Pemikiran 

Politik Islam (Jakarta: Erlangga, 2008), 11. 
3 Budiona, Kamus Ilmiah Populer Internasional (Surabaya: Alumni, 2005), 240. 



2 

 

 

Adalah perubahan atas Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 

Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di 

Kementrian Ketenagakerjaan.  

Berdasarkan pengertian di atas maka yang dimaksud 

dengan judul adalah untuk menganalisis tinjauan fiqh siyasah 

terhadap implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi 

Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian 

Ketenagakerjaan (studi di UPTD Balai Latihan Kerjai Bandar 

Lampung). 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah salah satu negara berkembang, yang 

mana pendapatan rata-rata masyarakatnya sangat rendah, 

infrastruktur relatif berkembang dan indeks perkembangan 

manusia berada di bawah standar normal global. Pembangunan 

ekonomi yang telah tercipta belum mampu membuka kesempatan 

kerja yang lebih cepat dari pada pertambahan penduduk saat ini. 

Oleh karena itu, masalah pengangguran yang dihadapi dari tahun 

ke tahun semakin bertambah serius. Pengangguran yang tinggi 

berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap 

kemiskinan, kriminalitas dan masalah-masalah sosial lainnya 

yang semakin meningkat. 

Permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia adalah 

ketersediaan sumber daya manusia lebih besar daripada daya 

tampungnya (lapangan pekerjaan) sehingga menimbulkan 

permasalahan pengangguran permasalahan pengangguran 

merupakan permasalahan besar bagi negara Indonesia yang dari 

tahun ke tahun terus dibahas oleh pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah mengenai apa solusi yang paling tepat. 

Beragam cara untuk mengatasi permasalahan ini sudah ditempuh 

oleh pemerintah namun tetap saja tidak sepenuhnya dapat teratasi 

pengangguran yang terjadi di Indonesia salah satunya dapat 

terjadi karena masih kurangnya skill yang dimiliki masyarakat 

untuk kebutuhan tenaga kerja. 
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Angka pengangguran di Bandar lampung masih tergolong 

tinggi. Dari data yang terakhir disampaikan oleh sekretaris 

Daerah Provinsi Lampung masih berada di angka 7,91%. Itu 

berarti masih berada di angka yang cukup  tinggi untuk jumlah 

pengangguran yang ada. Seiring perubahan zaman, di era yang 

sekarang bukan hanya orang yang tidak bersekolah dan yang 

tidak berpendidikan tinggi seperti lulusan SD dan SMP saja yang 

kesulitan mencari pekerjaan. Lulusan SMA, bahkan yang sudah 

bergelar Strata 1 dan Diploma pun banyak yang masih 

menganggur.  

Hal tersebut disebabkan oleh banyaknya permasalahan. 

Diantara penyebab-penyebab pengangguran di Indonesia adalah 

ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja, 

kemajuan teknologi, kemampuan para pencari kerja yang tidak 

sesuai, kurangnya pendidikan dan keterampilan, tingkat 

kemiskinan, adanya PHK, tempat tinggal yang jauh, pasar global, 

kesulitan bertemu pencari kerja dan lowongan pekerjaan, dan 

tingginya harapan tempat-tempat yang mencari para pekerja. 

Syari’at semuanya adil, semuanya berisi rahmat, dan semuanya 

mengandung hikmah. Setiap masalah yang menyimpang dari 

keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah pasti bukan ketentuan 

syari’at.
4
 

Tingginya tingkat pengangguran di daerah Bandar 

Lampung menjadi permasalahan yang terjadi saat ini sehingga 

instansi UPTD balai latihan kerja adalah suatu wadah untuk 

mengembangkan peserta melalui pelaksanaan pelatihan yang 

didalamnya meningkatkan kreativitas kerja dan ilmu pengetahuan 

instansi UPTD Balai Latihan Kerja bertujuan untuk 

meningkatkan potensi para peserta setelah selesai mengikuti 

program latihan kerja akan tetapi dalam kenyataannya banyak 

peserta yang selesai mengikuti pelatihan kerja masih menganggur 

dan belum dapat menerapkan ilmu yang sesuai kejuruannya. 

                                                           
4 Iim Fahimah Zuhri Imansyah, Jayusman, Erina Pane, Efrinaldi, “Tinjauan 

Maqāsid Syarīah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam 

Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum 

Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu),” Jurnal Ijtima’iyya, Vol. 13 No. 1 (2020): 4, 

https://doi.org/https://doi.org/10.24042/ijpmi.v13i1.6344. 
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UPTD Balai Latihan Kerja Kota Bandar Lampung 

mengadakan program Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) 

sesuai dengan yang tercantum di dalam Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 

Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di 

Kementerian Ketenagakerjaan Pasal 4 yaitu Balai Besar Pelatihan 

Vokasi dan Produktivitas mempunyai tugas melaksanakan 

pelatihan vokasi dan peningkatan produktivitas, peningkatan 

kompetensi instruktur dan tenaga pelatihan, sertifikasi 

kompetensi, dan uji coba program, sistem dan metode pelatihan 

vokasi dan peningkatan produktivitas, serta konsultansi dan 

peningkatan jejaring di bidang pelatihan vokasi dan 

produktivitas.
5
 

Program ini sudah dibuka sejak februari 2022. Hingga 

tahun 2024 ini masih  berjalan pelatihan tersebut. Dalam 1 tahun 

biasanya akan ada empat periode pelatihan. Pelatihan ini 

bertujuan juga untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, dan 

mengembangkan kompetensi kerja untuk mendapatkan standar 

keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan 

kualifikasi jabatan atau pekerjaan. 

Program pelatihan berbasis kompetensi ini dilaksanankan 

di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Balai Latihan Kerja 

(BLK) Bandar Lampung yang mana UPTD dipimpin oleh 

seorang Kepala Dinas. Dan UPTD adalah sebagai Unsur 

Pelaksana Teknis Dinas pada Balai Latihan Kerja. Pada Pasal 4 

yang dijelaskan, bahwa Bidang Pelatihan, Vokasi dan 

Produktivitas itu dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

Namun yang terjadi di lapangan, ada beberapa hal yang 

belum sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi 

Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian 

Ketenagakerjaan yang telah dibuat. Pada Pasal 5 huruf c 

dijelaskan tentang pelaksanaan fasilitasi pemagangan. Pada 

                                                           
5 Pasal 4, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di 

Kementerian Ketenagakerjaan. 
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program magang tersebut lah adanya ketidak sesuaian. 

Contohnya, salah satu bidang pelatihan adalah bidang 

administrasi perkantoran, namun ketika proses magang, 

penempatannya tidak sesuai. Diarahkan atau diberi informasi 

untuk magang di hotel, namun tetap mengurus semua keperluan 

nya sendiri,mulai dari pendaftaran, dan proses lainnya, lalu 

ditempatkan oleh perusahaan dibagian room service, house 

keeping dan concierge. 

Jabatan yang seharusnya didapat ketika magang sesuai 

pelatihan bisa menjadi sekretaris kantor, staf personalia, asisten 

manager, bahkan bisa bekerja sebagai pegawai bank, dan staf 

administrasi lainnya di lembaga pemerintah maupun swasta.  

Yang tertera pada pasal 5 huruf c adalah adanya fasilitasi 

pemagangan, namun pada kenyataan nya peserta yang telah 

selesai melaksanakan pelatihan mengurus semua keperluan 

magangnya sendiri. Dari  tempat pelatihan hanya memberi 

informasi mengenai tempat magang, mengenai pendaftaran, 

penempatan jabatan saat magang, semua tetap mengukuti aturan 

dan keputusan perusahaan. Semua sesuai keinginan dari pihak 

perusahaan saja. Jadi apa yang dipelajari pada program pelatihan, 

belum sepenuhnya bisa diaplikasikan di tempat magang tersebut. 

Berdasarkan permasalahan di atas lebih lanjut penelitian 

ini dikaji dalam perspektif fiqh siyasah tanfidziyyah syar’iyyah 

politik pelaksanaan undang-undang karena di dalamnya 

membahas mengenai pelaksanaan atau implementasi suatu 

peraturan yang dijalankan oleh sebuah negara. Dalam hal ini 

Pemerintah Daerah yang diwakilkan oleh Kepala BLK harus 

mampu mengimplementasikan Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 

Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di 

Kementerian Ketenagakerjaan sebagai bentuk negara 

menjalankan fungsi dalam menjalankan kekuasaan eksekutif. 

Maka dari itu peneliti memilih siyāsah tanfiḍziyyah karena 

relevan dengan persoalan yang diangkat dalam penelitian ini. 

Berdasarkan latar belakang ini penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul Tinjauan Fiqh Siyāsah 

Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 
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Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024  Tentang Organisasi 

Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian 

Ketenagakerjaan (Studi di UPTD Balai Latihan Kerja Bandar 

Lapung). 

 

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah implementasi Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 

di Kementerian Ketenagakerjaan khususnya Pasal 4 & Pasal 5 C 

mengenai Balai Besar Pelatihan vokasi dan produktivitas di 

UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung. Sub fokus 

penelitian ini yaitu mengenai Tinajaun Fiqh Siyasah terhadap 

Impelementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik 

Indonesia Nomor 1 tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata 

Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Ketenagakerjaan di 

UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian yang ada, maka dapat 

dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 4 & Pasal 5 

C tentang unit pelaksana teknis bidang pelatihan vokasi dan 

produktivitas di UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung 

? 

2. Bagaimana tinjauan fiqh siyāsah terhadap implementasi 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 4 & Pasal 5 C  tentang unit 

pelaksana teknis bidang pelatihan vokasi dan produktivitas di 

UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengetahui dan mengkaji implementasi Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 
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Tahun 2024 Pasal 4 & Pasal 5 C tentang unit pelaksana 

teknis bidang pelatiahan vokasi dan produktivitas di UPTD 

Balai Latihan Kerja Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui dan mengkaji tinjauan fiqh siyāsah 

terhadap implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 4 & Pasal 5 

C Tentang unit pelaksana teknis bidang pelatihan vokasi dan 

produktivitas di UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Terdapat beberapa manfaat penelitian yang akan diperoleh dari 

penelitian ini antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan melalui penelitian ini akan membantu 

peroses pembelajaran dan menambah wawasan dan 

pemikiran dalam perkembangan keilmuan, terutama di dalam 

ilmu hukum diantaranya:  

a. Dapat digunakan untuk mengembangkan keilmuan di 

bidang   hukum mengenai hukum lingkungan, terutama 

yang berkaitan dengan tenaga kerja. 

b. Menambah wawasan mengenai implementasi Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan di 

UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai 

tenaga kerja tentang prosedur dalam kegiatan 

pelaksanaan pelatihan vokasi dan peningkatan 

produktivitas. 

b. Memberikan informasi bahwa masyarakat belum secara 

keseluruhan faham tentang hukum, khususnya hukum 

lingkungan tentang Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang 

Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di 

Kementerian Ketenagakerjaan. 
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G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

1. Penelitian yang dilakukan Dhany Subarkah dalam 

penelitiannya yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan 

Pelatihan Kerja Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai 

Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang 

Tahun 2017”.
6
 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

tingkat efektivitas pengelolaan pelatihan kerja oleh UPT 

Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 

Tangerang Tahun 2017. Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwa pengelolaan pelatihan kerja oleh unit pelaksana teknis 

Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 

Tangerang Tahun 2017 masuk dalam kategori efektif. 

Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama 

membahas tata kerja unit pelaksana teknis UPT (Unit 

Pelaksana Teknis) Balai Latihan Kerja serta tentang program 

pelatihan kerja yang diadakan di UPT (Unit Pelaksana 

Teknis) Latihan Kerja. 

Sedangkan perbedaannya adalah penulis akan menganalisis 

implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata 

Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian 

Ketenagakerjaan 

2.  Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Fatimah dalam 

penelitiannya yang berjudul “Implementasi Pelatihan 

Keterampilan Kerja di UPT Balai Latihan Kerja Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur”.
7
 Hasil 

penelitian ini menunjukan bahwa implementasi pelatihan 

keterampilan kerja di UPT Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga 

Kerja Transmigrasi Provinsi Jawa Timur adalah meliputi 

yang pertama pelatihan keterampilan kerja di UPT Balai 

                                                           
6 Dhany Subarkah, Anis Fuad, and Abdul Hamid, “Efektivitas Pengelolaan 

Pelatihan Kerja Oleh Unit Pelaksana Teknis Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan 

Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang Tahun 2017” (Universitas Sultan 

Ageng Tirtayasa, 2018).” (Skripsi, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang, 2018). 
7 Nurul Fatimah, “Implementasi Pelatihan Keterampilan Kerja Di Unit 

Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Jawa Timur” (Universitas Bhayangkara Surabaya, 2021).” (Skripsi, Universitas 

Bhayangkara Surabaya, 2021). 
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Latihan Kerja dan yang kedua yaitu faktor yang menghambat 

implementasi di UPT Balai Latihan Kerja di Dinas 

Transmigrasi dan Provinsi Jawa Timur yaitu fasilitas yang 

ada di kejuruan administrasi perkantoran masih perlu 

ditambah dan kurikulum yang dipakai oleh UPT BLK 

sekarang diganti ke versi yang Baru. Persamaan penelitian ini 

dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang 

implementasis program pelatihan kerja yang diadakan di 

UPT (Unit Pelaksana Teknis) Latihan Kerja. Sedangkan 

perbedaannya adalah penulis akan menganalisis 

implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata 

Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian 

Ketenagakerjaan ditinjau dalam fiqh siyāsah. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Finza Riliandy Imron dalam 

penelitiannya yang berjudul, “Optimalisasi Fungsi Balai 

Latihan Kerja Dalam Meningkatkan Keterampilan Dan 

Keahlian Masyarakat Untuk Memasuki Dunia Kerja (Studi 

Pada UPTD Balai Latihan Kerja Kabupaten Probolinggo).”
8
 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa optimalis asi fungsi 

BLK yang dilaksanakan oleh UPTD BLK Kabupaten 

Probolinggo dalam meningkatkan keterampilan dan keahlian 

masyarakat masih belum maksimal, hal ini terlihat dari tidak 

adanya kios 3 in 1 yang dalam standar keberadaan BLK, kios 

3 in 1 harus ada. Faktor – faktor yang menghambat 

optimalisasi fungsi BLK Kabupaten Probolinggo yaitu sarana 

dan prasarana yang belum memenuhi standar, tenaga 

instruktur yang masih minim, dan wilayah jangkauan yang 

masih jauh. Sedangkan faktor-faktor yang mendukung yaitu 

pengenalan UPTD BLK Kabupaten Probolinggo yang 

dibantu oleh Bupati Probolinggo, BLK Kabupaten 

Probolinggo telah berdiri sendiri, dan peserta pelatihan 

mendapatkan asuransi. Berdasarkan penjelasan di atas 

                                                           
8 Finza Riliandy Imron, “Optimalisasi Fungsi Balai Latihan Kerja Dalam 

Meningkatkan Keterampilan Dan Keahlian Masyarakat Untuk Memasuki Dunia Kerja 

(Studi Pada UPTD Balai Latihan Kerja Kabupaten Probolinggo)” (Skripsi, 

Universitas Brawijaya, 2018). 
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terdapat persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama-

sama membahas tentang latihan kerja. Sedangkan 

perbedaannya adalah penulis akan menganalisis 

implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata 

Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian 

Ketenagakerjaan. 

 

H. Metode Penelitian 

Dalam mencapai tujuan penelitian dengan tepat mengacu 

kepada standar ilmiyah sebuah karya penelitian, untuk itu penulis 

menggunakan metode yang ada sebagai acuan dalam suatu 

penelitian.
9
 Adapun dalam penulisan ini penulis menggunakan 

metode-metode sebagai berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian lapangan (field research), yang 

bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif.
10

 Dalam hal ini peneliti terjun langsung ke 

lapangan untuk memperoleh data yang di butuhkan oleh 

peneliti guna memperoleh data dan fakta-fakta yang 

konkrit mengenai implementasi Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana 

Teknis Di Kementerian Ketenagakerjaan. 

b. Sifat Penelitian 

Penelitian termasuk kedalam penelitian yang 

bersifat deskriptif  analisis yaitu suatu metode dalam 

meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, 

gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif 

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan 

di antara unsur-unsur yang ada di dalam fenomena 

                                                           
9 Moh. Nazir, Metodologi Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), 15. 
10 Nurul Izzah Izzah and Hervin Yoki Pradikta, “Mediasi Virtual Dalam Perkara 

Perceraian Perspektif Maslahah,” El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic 

Family Law, Vol. 3 No. 1 (2022): 61–74, https://doi.org/10.24042/el-

izdiwaj.v3i1.12118. 
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tertentu
11

 yang berkaitan dengan Peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana 

Teknis Di Kementerian Ketenagakerjaan. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer merujuk pada informasi yang dikumpulkan 

langsung atau dibuat oleh peneliti untuk tujuan penelitian 

tertentu. Proses pengumpulan data primer melibatkan 

penggunaan metode penelitian seperti  survei, wawancara, 

atau observasi langsung.
12

 

b. Data sekunder dalam penelitian adalah data yang 

bahannya didapat dari penelitian, berusaha mencari 

sumber lain yang ada berkaitannya dengan masalah 

penelitian yang diperoleh dari ruangan pustaka yaitu 

buku-buku, laporan hukum, peraturan undang-undang, 

kamus hukum, jurnal dan media yang terkait dengan 

masalah penelitian populasi dan sampel. 

3. Populasi dan Sampel 

a. Populasi 

Populasi adalah kumpulan dari semua 

kemungkinan orang-orang dan benda-benda dan ukuran 

lain, yang menjadi objek perhatian atau kumpulan 

seluruh objek yang menjadi perhatian.
13

 Adapun yang 

menjadi populasi dari penelitian ini yaitu seluruh pegawai 

dan peserta pelatihan satu periode di UPTD Balai Latihan 

Kerja (BLK) Kota Bandar Lampung yaitu berjumlah 115 

orang yang terdiri 25 pegawai yaitu dari Kepala UPTD 

BLK, Kasubbag Tata Usaha, Kasi Pelatihan dan 

Pengembangan, Kasi Pemasaran dan Kerjasama, 

Kelompok Jabatan Instruktur Pelatihan serta 90 orang 

                                                           
11 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2018), 81. 
12 Lexy J. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2012). 
13 V. Wirata Sujarweni, Metode Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 

2020), 65. 
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peserta pelatihan pada bulan Februari sampai Maret tahun 

2023 selama 30 hari. 

b. Sampel 

Sampel ialah bagian dari populasi yang menjadi 

sumber data dalam penelitian, dimana populasi 

merupakan bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi.
14

  Teknik pengambilan sampel yang 

penulis gunakan adalah purposive sampling 

(pengambilan sampel berdasarkan tujuan) yaitu 

berdasarkan ciri-ciri atau sifat tertentu yang diperkirakan 

mempunyai sangkut paut dengan ciri atau sifat tertentu 

yang dilihat populasi yang dijadikan kunci untuk 

pengambilan sampel. Adapun yang dijadikan sampel 

dalam penelitian ini adalah 12 orang yaitu 1 orang kepala 

UPTD BLK, 1 orang Kasubbag tata usaha, 1 Kasi 

Pelatihan & pengembangan, 1 Kasi Pemasaran, 2 

instruktrur pelatihan, dan 6 orang peserta pelatihan. 

Adapun alasan peneliti mengambil sampel di atas karena 

terdapat informan yang bekerja di UPTD BLK dan 

informan peserta pelatihan yang memiliki informasi 

terkait pelatihan vokasi. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dapat dilakukan untuk memperoleh 

informasi dan komponen yang dibutuhkan dalam mencapai 

tujuan penelitian. Metode yang digunakan dalam 

pengumpulan data yaitu: 

a. Observasi 

Metode observasi yaitu melakukan pengamatan 

secara langsung ke objek penelitian untuk mengetahui 

dari dekat kegiatan yang dilakukan.
15

  Dengan demikian 

observasi yang dilakukan akan diteliti dan dapat melihat 

secara langsung pelatihan yang diberikan di lapangan 

yaitu para tenaga kerja.  

 

                                                           
14 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, 82. 
15 Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Reseach Sosial, 148. 
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b. Wawancara  

Wawancara adalah metode pengumpulan data atau 

informasi dengan cara tanya jawab, yang dikerjakan 

secara sistematis berdasarkan tujuan penelitian. Dalam 

wawancara ini harus mempersiapkan terlebih dahulu 

pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan dengan 

menyiapkan pedoman wawancara (interview guide).
16

 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada 

Kepala UPTD BLK dan para pegawai serta peserta 

pelatihan di UPTD BLK. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah setiap bahan tulisan atau film, 

dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya 

permintaan dari seorang penyidik.
17

 Metode ini 

menghimpun atau memperoleh data, dengan cara 

melakukan pencatatan baik berupa arsip atau 

dokumentasi maupun keterangan yang terkait dengan 

penelitian. 

5. Pengolahan Data 

Setelah sumber (literature) mengenai data dikumpulkan 

berdasarkan sumber di atas, maka langkah selanjutnya adalah 

pengolahan data yang diproses dengan menggunakan cara-

cara atau rumusan tertentu yang dikumpulkan kemudian 

diolah, data pada umumnya dilakukan dengan cara sebagai 

berikut : 

a. Pemeriksaan data (editing) yaitu mengoreksi apakah data 

yang dikumpulkan sudah lengkap, sudah benar, dan 

sudah sesuai atau relevan dengan masalah. Karena 

kemungkinan data yang masuk atau terkumpul tidak logis 

dan meragukan. 

b. Penandaan data (coding) yaitu memberi catatan data yang 

menyatakan jenis dan sumber data yang baik bersumber 

dari Al-Qur’an, Hadis, atau buku-buku literature yang 

sesuai dengan masalah yang diteliti. 

                                                           
16 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2004), 173. 
17 Meleong, Metode Penelitian Kualitatif, 216. 
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c. Sistematis data (Systematizing) yaitu merupakan data 

menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan 

masalah, mengelompokan data secara sistematis yang 

sudah diedit dan diberi tanda itu menurut klasifikasi data 

dan urutan masalah bila data itu kualitatif.
18

 

6. Analisis Data 

Setelah penulis memperoleh  data-data informasi yang 

diperlukan dari lapangan, maka penulis mengolah secara 

sistematis sesuai dengan permasalahan dan menganalisis data 

tersebut, adapun metode analisis data yang dipergunakan 

metode analisis data, kualitatif merupakan data yang tidak 

berbentuk data, tetapi berupa serangkaian informasi yang 

digali dari hasil penelitian tetapi masih merupakan fakta-fakta 

verbal, atau masih berbentuk keterangan-katerangan saja.
19

 

Metode analisis yang digunakan adalah dengan 

menggunakan pendekatan deskriptif  kualitatif. Deskriptif  

adalah suatu penelitian untuk memberikan gambaran tentang 

suatu keadaan secara objektif. Kualitatif adalah penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan 

dan perilaku orang-orang yang diamati.
20

 

Penelitian ini menganalisis data yang diperoleh dari 

hasil observasi dan wawancara mengenai pelaksanaan 

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja 

Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Ketenagakerjaan 

sehingga dapat digeneralisasikan menjasi suatu kesimpulan 

yang sesuai dari pengamatan penelitian di lapangan. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan dalam skripsi ini maka penulis 

mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing masing bab 

                                                           
18 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian (Bandar Lampung: PT Citra 

Aditya Bakti, 2004), 120. 
19 Syaipan Djambat, Metodologi Penelitian (Palembang: Universitas Sriwijaya, 

2008), 78. 
20 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, ed. Universitas Indonesia 

Prees (Jakarta, 2016), 112. 
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tersebut menjadi beberapa sub bab. Semuanya itu merupakan 

suatu pembahasan yang utuh, yang saling berkaitan dengan yang 

lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah: 

Bab I Pendahuluan, Bab ini merupakan pendahuluan 

sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang meliputi 

beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan skripsi, yang di 

uraikan menjadi beberapa sub-bab yaitu penegasan judul, latar 

belakang masalah, fokus dan sub fokus penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian 

terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika 

pembahasan 

Bab II Landasan Teori, bab ini memuat teori tentang 

yaitu fiqh siyāsah yang terdiri dari pengertian fiqh siyāsah, 

macam-macam fiqh siyāsah dan fiqh siyāsah tanfiḍziyyah. Sub 

bab kedua Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata 

Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Ketenagakerjaan. 

Bab III deskripsi objek penelitian, Bab ketiga ini 

merupakan gambaran umum UPTD Balai Latihan Kerja Kota 

Bandar Lampung. Sub bab kedua tentang Implementasi Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 

Di Kementerian Ketenagakerjaan di UPTD Balai Latihan Kerja 

Kota Bandar Lampung. 

Bab IV Analisis Penelitian, Bab keempat ini merupakan 

inti dari penelitian yaitu implementasi Per  aturan Menteri 

Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 

Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di 

Kementerian Ketenagakerjaan di UPTD Balai Latihan Kerja 

Bandar Lampung dan tinjauan fiqh siyāsah Terhadap 

Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata 

Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Kementerian Ketenagakerjaan di 

UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung. 
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Bab V Penutup, Bab ini merupakan bab yang paling akhir 

dari pembahasan skripsi analisis yang berisikan simpulan dari 

seluruh pembahasan dan rekomendasi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap 

Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 4 & Pasal 5 C Tentang 

Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Vokasi dan 

Produktivitas (Studi di UPTD Balai Latihan Kerja Bandar 

Lampung) dapat disimpulkan bahwa:         

1. Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Pasal 4 & Pasal 5 Huruf C 

Tentang Unit Pelaksana Teknis Bidang Vokasi dan 

Produktivitas di UPTD Balai Latihan Kerja Bandar Lampung 

bahwa pelaksanaan dari pemberian pelatihan kerja kepada 

peserta telah berjalan dengan baik akan tetapi UPTD BLK 

Bandar Lampung sebagai balai besar pelatihan belum 

sepenuhnya memenuhi fungsi pelaksanaan fasilitasi 

pemagangan serta terdapat kesalahan dalam menempatkan 

tempat magang yang tidak sesuai dengan pelatihan yang 

diberikan. 

2. Tinjauan Fiqh Siyāsah terhadap implementasi Peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2024 Pasal 4 & Pasal 5 Huruf C Tentang Unit Pelaksana 

Teknis Bidang Vokasi dan Produktivitas yang dilakukan Balai 

Latihan Kerja Bandar Lampung sudah sesuai dengan syariat 

Islam dalam memberikan pelatihan bagi peserta sekaligus 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga tidak 

menimbulkan kemudharatan dari perbuatan yang dilakukan 

oleh manusia itu sendiri.  

 

B. Rekomendasi 

1. Diharapkan kepada UPTD Balai Latihan Kerja Bandar 

Lampung terus memberikan pelatihan yang lebih kompeten 

dengan fasilitas yang lebih memadai di setiap kejuruannya 

agar nantinya dapat disiapkan tenaga kerja yang produktif, 



64 

 

 

mandiri, serta sanggup bersaing di dunia kerja yang 

dibutuhkan. 

2. Diharapkan kepada UPTD Balai Latihan Kerja Bandar 

Lampung lebih memperluas kerjasama dengan perusahaan-

perusahaan dalam pemagangan serta menyediakan wadah 

pengrekrutan lowongan kerja bagi alumni pelatihan di BLK. 
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